BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.307, 2019

KEMENHUB. Pelaksanaan Serah Terima Barang
Milik Negara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 11 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara
di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara

di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);
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Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
837);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun
2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan
tanggungjawab Pengelolaan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau
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berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Serah  Terima  Hasil Pekerjaan adalah  bentuk
pertanggungjawaban penyedia barang/jasa kepada
pejabat pembuat komitmen atas hasil pekerjaan yang
telah selesai secara fisik 100% (seratus persen) serta
dituangkan di dalam berita acara.

Serah Terima Operasional adalah tindak lanjut dari serah
terima pekerjaan untuk yang akan dioperasionalkan oleh
Badan Usaha Milik Negara, dan pihak lain serta
dituangkan di dalam berita acara.

Serah Terima Sementara adalah serah terima dengan
kondisi yang sifatnya mendesak untuk pelayanan
kepentingan umum dari kuasa pengguna anggaran
kepada unit kerja yang mengoperasionalkan terhadap
hasil pekerjaan yang dibiayai oleh APBN dan/atau
pinjaman hibah luar negeri yang secara fisik telah selesai
100% (seratus persen) dan dapat dimanfaatkan, serta
dituangkan ke dalam Berita Acara dengan masa berlaku
6 (enam) bulan.

Serah Terima Aset adalah bentuk Serah Terima sebagai
tindak lanjut dari penghapusan dengan skema
pemindahtanganan dan dilakukan setelah terbitnya
Keputusan Penghapusan.

Nilai Perolehan Hasil Pekerjaan adalah biaya yang timbul
mulai dari proses perencanaan hingga barang tersebut
siap untuk dioperasionalkan yang mencakup dan tidak
terbatas pada biaya perencanaan, biaya pengadaan, biaya
pengawasan, biaya konstruksi, pengembalian kelebihan
biaya.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan BMN.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan BMN.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari

Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian Perhubungan.

Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB
adalah kepala kantor/satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan
barang yang berada dalam penguasaannya dengan
sebaik-baiknya.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.

Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik
Negara yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah
sub sistem dari sistem akutansi instansi yang
merupakan serangkaian  prosedur yang = saling
berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam
rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan
neraca dan laporan BMN serta laporan sumber daya
manusia dan/atau manajemen lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pejabat Pengguna BMN adalah pejabat di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang mendapat limpahan
wewenang dari Pengguna  Barang  berdasarkan
perundang-undangan untuk mengajukan permohonan
pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang di tingkat
Kanwil DJKN atau KPKNL.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional /personel yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
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Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
Pejabat Eselon [ adalah sekretaris jenderal, inspektur
jenderal, direktur jenderal dan kepala badan di
lingkungan Kementerian Perhubungan.

Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat Satker adalah
unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang
melaksanakan kegiatan Kementerian Perhubungan dan
memiliki kewenangan serta tanggung jawab penggunaan
anggaran.

Satker Sementara adalah Satker yang dibentuk untuk
mempercepat suatu pekerjaan yang mempunyai DIPA
dan dipimpin oleh seorang KPA tetapi bukan pejabat
definitif.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu
dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi
induknya.

Kepala Satker adalah pimpinan UPT dan pimpinan eselon
II di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
Pimpinan UPT adalah pimpinan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat adalah
Kepala Biro Umum, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat
Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris
Badan, Sekretaris KNKT, dan Ketua Mahkamah
Pelayaran.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perhubungan.
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BAB II
RUANG LINGKUP DAN OBJEK

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Serah Terima BMN dalam Peraturan Menteri

ini terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

Serah Terima Hasil Pekerjaan;
Serah Terima Sementara;
Serah Terima Operasional; dan

Serah Terima Aset.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 3

Objek Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Serah Terima

Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

berupa BMN.

Objek yang dilakukan Serah Terima Operasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa

BMN yang sejak dalam proses perencanaannya

diperuntukkan untuk diserahkan kepada BUMN.

Objek yang dilakukan Serah Terima Aset sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa:

a. BMN yang diserahkan kepada unit kerja lain di
lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. BMN yang dialihkan status penggunaannya kepada
Pengguna Barang lainnya;

c. BMN yang dihibahkan kepada  pemerintah
daerah/pihak lain setelah mendapat persetujuan
dari Pengelola Barang;

d. BMN yang menjadi penyertaan modal pemerintah

pusat setelah terbit peraturan pemerintah tentang
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penambahan penyertaan modal negara;

e. BMN yang merupakan tindak lanjut hasil
pemanfaatan setelah mendapat persetujuan dari
pengelola barang; atau

f. ~ BMN yang merupakan tindak lanjut penghapusan
dengan pemindahtanganan setelah terbit risalah
lelang dari Pengelola Barang.

Ketentuan mengenai jenis BMN berdasarkan pada

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN
SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu

Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 4
Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PPK untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan setelah selesai
pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai dengan kontrak.
PPK setelah menerima permintaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan dan dituangkan dalam = Berita Acara
Pemeriksaan yang memuat paling sedikit pernyataan
bahwa hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
kontrak.
Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah ditandatangani, PPK
menyusun dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan bersama dengan Penyedia.
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan memuat paling

sedikit hak dan kewajiban penyedia dan PPK.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 5
PPK setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyerahkan hasil
pekerjaan kepada KPA.
KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif atas hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Administratif
yang memuat paling sedikit kelengkapan data dukung
pengadaan.
PjPHP/PPHP melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada KPA untuk dicatat ke
dalam daftar inventaris barang oleh Pejabat Pengelola

BMN.

Bagian Kedua

Serah Terima Sementara

Pasal 6
Serah Terima Sementara dilaksanakan setelah proses
pencatatan BMN ke dalam daftar inventaris barang
selesai dilakukan.
Serah Terima Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam keadaan mendesak.
Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi kriteria paling sedikit:
a. keadaan bencana alam maupun non alam;
b. hari besar keagamaan; dan/atau
c. penugasan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Dalam melakukan Serah Terima Sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, KPA/KPB mengajukan
permohonan persetujuan kepada Pimpinan eselon 1.
Dalam hal BMN merupakan sarana dan/atau prasarana

di bidang transportasi, Pimpinan eselon 1 meminta
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kepada direktorat teknis di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang berwenang untuk melakukan

pemeriksaan atas kelaikan teknis atas BMN.

Pasal 8

(1) Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), KPB atau KPA selaku
KPB melakukan Serah Terima Sementara kepada unit
kerja yang diberi tugas untuk mengoperasikan BMN.

(2) Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara
tertuang dalam format A sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Serah Terima Operasional

Pasal 9
Serah terima operasional dilaksanakan setelah proses

pencatatan BMN ke dalam daftar inventaris barang selesai

dilakukan.

Pasal 10

(1) KPA/KPB mengajukan permohonan Serah Terima
Operasional kepada Pimpinan eselon I.

(2) Dalam hal BMN merupakan sarana dan/atau prasarana
di bidang transportasi, Pimpinan eselon I meminta
kepada unit kerja di Lingkungan Kementerian
Perhubungan yang berwenang untuk melakukan

pemeriksaan atas kelaikkan teknis atas BMN.

Pasal 11
(1) Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Pimpinan eselon I membentuk
tim internal yang ditetapkan oleh pejabat eselon 2 atas

nama Pimpinan eselon I.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-10-

Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas wakil dari:

a. kepala bidang yang menangani urusan pengelolaan
BMN pada eselon II di tingkat eselon I masing-
masing;

b. biro yang menangani bidang pengelolaan BMN;

c. direktorat teknis yang mempunyai kewenangan; dan

d. UPT/Pejabat eselon II/Kepala Satker terkait.

Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi antara

kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi yang
dituangkan dalam berita acara administrasi dan fisik.

KPA/KPB mengajukan usulan persetujuan Serah Terima

Operasional kepada Pimpinan eselon I.

Usulan Serah Terima  Operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) melampirkan dokumen sebagai

berikut:

a. kontrak dan/atau perubahannya;

b. berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

c. tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan yang
dinyatakan tuntas;

d. Dberita acara administrasi dan fisik;

e. foto barang yang akan dilakukan Serah Terima
Operasional;

f.  fotocopy bukti pencairan APBN; dan

g. hasil perekaman dalam aplikasi SIMAK-BMN.

Dalam hal dokumen sebagaimana pada ayat (5) huruf a,

huruf b, dan huruf f tidak dapat dipenuhi, KPB atau KPA

selaku KPB harus membuat surat keterangan tanggung
jawab mutlak dengan memuat ketentuan paling sedikit:

a. pertimbangan atau justifikasi atas tidak dapat
dipenuhinya dokumen pendukung; dan

b. pernyataan tidak ada kerugian negara yang
ditimbulkan akibat dokumen yang tidak dapat

ditemukan.

www.peraturan.go.id



(7)

1L 2019, No.307

Dalam hal wusulan Serah Terima  Operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, dilakukan
Serah Terima Operasional kepada unit kerja yang diberi
tugas untuk mengoperasikan BMN dan dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima Operasional terdapat
dalam format A sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 12

Berita Acara serah terima operasional ditandatangani oleh

3 (tiga) pihak, yaitu:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pihak Pertama dalam hal ini KPA/KPB sebagai pemilik
barang;

Pihak Kedua dalam hal ini Pimpinan eselon I sebagai
pihak yang menyerahkan BMN; dan

Pihak Ketiga dalam hal ini Pimpinan Badan Usaha Milik

Negara sebagai penerima atau yang mengoperasikan.

Bagian Keempat

Serah Terima Aset

Pasal 13
Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf a dilakukan setelah proses pencatatan
BMN dalam daftar inventaris barang selesai dilakukan.
KPA/KPB mengajukan usulan serah terima aset kepada
Pimpinan eselon I.
Pimpinan eselon I membentuk tim internal yang
ditandatangani oleh pejabat eselon 2 atas nama Pimpinan
eselon L.
Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi antara
kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi yang
dituangkan dalam Berita Acara Administrasi dan Fisik.
Dalam hal usulan Serah Terima Aset sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disetujui, KPB menandatangani
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(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

-12-

Berita Acara Serah Terima Aset dengan KPB penerima
yang tertuang dalam format C sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Serah terima aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf b dilakukan setelah adanya permohonan
pengalihan status penggunaan dari pengguna barang lain
kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal.
Menteri c.q Sekretaris Jenderal menugaskan KPB untuk
mengusulkan permohonan pengalihan status
penggunaan kepada Pimpinan eselon I.
Pimpinan eselon I membentuk tim internal yang
ditandatangani oleh pejabat eselon 2 atas nama Pimpinan
eselon L.
Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakan tugas:
a. penelitian dan evaluasi pertimbangan pengalihan
status; dan
b. melaksanakan Inventarisasi fisik dan administrasi
antara kontrak dan/atau perubahannya dengan
realisasi yang dituangkan dalam berita acara
administrasi dan fisik;
Pimpinan eselon I mengusulkan permohonan pengalihan
status penggunaan kepada Menteri c.q Sekretaris
Jenderal.
Menteri c.q Sekretaris Jenderal mengajukan usulan
kepada Pengelola Barang sesuai dengan batas
kewenangan.
Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Sekretaris
Jenderal menandatangani Berita Acara Serah Terima
dengan Calon Pengguna Barang Baru yang tertuang
dalam format C sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Pasal 15

Tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

dan Pasal 14 ayat (3) terdiri atas wakil dari:

a.

(1)

(2)

kepala bidang yang menangani urusan pengelolaan BMN
pada eselon II di tingkat eselon I masing-masing;

biro yang menangani bidang pengelolaan BMN;

direktorat teknis yang mempunyai kewenangan; dan

UPT/Pejabat eselon II/Kepala Satker terkait.

Pasal 16
Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf c¢, huruf d, huruf e,
dan huruf f dilakukan setelah adanya:
a. Persetujuan Hibah;
b. Peraturan Pemerintah;
c. Keputusan Pemanfaatan; atau
d. Keputusan Penghapusan.
Dalam hal telah terdapat persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) KPA/KPB melakukan serah
terima aset yang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Aset yang terdapat pada format C sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Prosedur Serah Terima BMN terdapat pada format B

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

BAB IV
AKUNTANSI BARANG ATAS HASIL PEKERJAAN

Pasal 18
Setiap hasil pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus
persen) secara fisik di lingkungan Kementerian
Perhubungan harus dilakukan serah terima hasil

pekerjaan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

-14-

Hasil Pekerjaan.

Berita Acara Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun sebagai dasar pencatatan akuntansi
barang dan dasar pengajuan biaya operasional serta

pemeliharaan atas hasil pekerjaan.

Pasal 19

Terhadap BMN yang telah dilakukan serah terima kepada

UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan, UPT yang

menerima BMN tersebut mencatat ke dalam daftar

inventaris barang.

Terhadap BMN yang telah dilakukan serah terima ke

Pemerintah Daerah atau pihak lainnya, UPT mencatat ke

dalam Daftar Inventaris Barang hingga terbitnya Berita

Acara Serah Terima Aset.

Terhadap BMN yang telah dilakukan Serah Terima

Operasional ke BUMN yang akan ditindaklanjuti dengan

penyertaan modal pemerintah pusat maka:

a. pelaksanaan pencatatan aset dilakukan oleh BUMN
yang menerima hasil pekerjaan tersebut;

b. Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan mencatat ke
dalam Daftar Inventaris Barang pada Aplikasi SIMAK
BMN akun Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditetapkan Statusnya; dan

c. Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan
mengungkapkan ke dalam catatan atas laporan BMN.

Pasal 20

Terhadap BMN yang telah dilakukan Serah Terima
Operasional ke BUMN yang tanpa tindak lanjut
penyertaan modal pemerintah pusat, Sekretariat
Direktorat Jenderal/Badan mencatat ke dalam Daftar
Inventaris Barang dan mengungkapkan ke dalam catatan
atas laporan BMN.

Serah terima operasional kepada BUMN tanpa tindak
lanjut penyertaan modal pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan
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Kementerian Perhubungan kepada BUMN terkait.

Serah terima operasional kepada BUMN tanpa tindak
lanjut penyertaan modal pemerintah pusat dituangkan
melalui berita acara Serah Terima Operasional dengan
ketentuan:

a. untuk fungsi penugasan; dan

b. tidak memuat Nilai Perolehan Hasil Pekerjaan

tersebut.

BAB V
MONITORING, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pelaksanaan monitoring dan pelaporan atas serah terima

BMN dilaksanakan oleh Pimpinan eselon I yang dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh para kepala

bidang/bagian pada unit eselon II di tingkat eselon I.

Pelaksanaan monitoring dan pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan Aparatur

Pengawas Internal Pemerintah.

Monitoring atas serah terima sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. monitoring perbandingan realisasi belanja barang/
modal dengan mutasi penambahan aset;

b. monitoring pekerjaan yang belum selesai (konstruksi
dalam pekerjaan);

c. monitoring hasil pekerjaan yang telah selesai,
namun belum dilakukan serta terima;

d. monitoring hasil pekerjaan yang telah selesai dan
telah dilakukan serta terima;

e. monitoring hasil pekerjaan yang telah dilakukan
serah terima namun belum dilakukan penetapan
status penggunaannya; dan

f.  monitoring pemanfaatan atas BMN.
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Pasal 22

(1) Pimpinan eselon I menyampaikan Laporan Monitoring
kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(3) Sekretaris Jenderal yang secara fungsional dilaksanakan
oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang
pengelolaan BMN melakukan pembinaan secara berkala
terhadap Pelaksanaan Monitoring atas pelaksanaan serah
terima BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit berupa:

a. penyusunan kebijakan terkait pengelolaan BMN;

b. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan
monitoring;

c. pemberian persetujuan atas usulan pengelolaan
BMN; dan

d. penyelenggaraan bimbingan teknis dan sosialisasi

peraturan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 23
Pengawasan atas pelaksanaan Serah Terima BMN dilakukan

oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24
Dalam hal terdapat BMN yang telah dilakukan Serah Terima
Operasional ke BUMN tanpa perencanaan dan akan
ditindaklanjuti dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat,
dilakukan pengungkapan ke dalam catatan atas laporan BMN
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tindak lanjut pelaksanaan Serah Terima

Hasil Pekerjaan yang dilakukan dengan penetapan status
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penggunaan BMN diselenggarakan berdasarkan Peraturan

Menteri Perhubungan mengenai pengelolaan BMN.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan
penandatanganan Berita Acara Serah Terima BMN yang telah
dilakukan berdasarkan Nomor PM 83 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional
Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1917)
masih tetap berlaku dan untuk pelaksanaan tahapan
selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam

Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional Hasil
Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1917), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 11 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH
TERIMA BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

A.FORMAT BASTO KEPADA BUMN DITINDAKLANJUTI PENYERTAAN MODAL
NEGARA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEEERJAAN
TUNTUE DIFERGUNARKAN DALAN TUGAS-TUGAS OPERASIONAL

ONTOE @ cccviaeamannaaaann
|
Pada hari imi . Tamgegal ____ _Bulan . _Tabww . { - - ¥ k=mi  vang
bertandatangan dibawowzh toe-

L KIUTASA PENGLEUNA BARANG (KPB) Satanamnm BEerja ...
wvang diangkat berdazarkan Swurat EHepufuosan Menteri Perhubungan MNeomor - o
Tzhun . .. _tansgal. ... . =zela;njuwinya disebut sebazal PIHAK PERTAMA

IT. Pimpanan Eselon T di lingkongan Kementerian Perhobimegan selalkn penerima pelimpahan
wetvenans dan  bertindzlk atzs g@gma Dlenteri umtuk menndafangsant Berita Acara
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubimean WMemaoer_ ... ... . ___ _ =salanjuinya disebuat
PIHAK KEDTTA.

IIE. Pimgpiman Badan Usaha Milik NegaraDasrah {BUNMINISY berdassskss oo,
zalanuinya dizebut sebagal PIHARK KFTICA
Wang selamjutnya diselbat ... PARA PTFIAFR
Pasal 1

PIHAK PERTAMA menverashkan kepada PIHAK #EKEDLUA Barang Whilik INezara

talom angpzaran . ... _ sezuail dengan dafiar terlampar.

Pa=al 2

PIHAK KEDT/A menerima Barang WMilik MNegara tersebmt dan selanjunya menyverahkan kepada
PIHAK KETIGCA uniuk dipersumakan dalam tugas operasional.

Pasal 3

PIHAK KFEFTIGA menerima ha=mil pekerjzan terssbut zslamjunya berkewapban mernyediakan
biaya pengelalazn yang meliputs biaya operasional, biaya perawatan, dan biava pemeliharaan

Pasal 4

PIHAK PERTAMA mencazizt Barang hhilik MNegara tersebut ke dalamw aphka=i SIKIARK BT
pada akwmn Bantnam Pemerintazh wyang Belum Ditetapkan Statosnoa (BPYBDS) pada dafiar
imventarizasi barang miliknya dan mensungkapkan Barang Milik Negara terssbut kedalarn Catatan
atas Barang Milik Naegara serta melaporkan secara berjenjang kepada Sekretari= Jenderal TTp. Biro
Layzaznan Pengadaan dan Pengslolazn BN, selanjutnera menzusunlkan pencrertaan modal nezara
ata= ha=il pskerjaan tersebwut

Pazal &

Lampiran Barang hMhihk Negara vang ditandatanzzni olsh PARA PIHAK merupakan bazizn vang
tidak terpisahlcan dalamm Berita Acara Serah Terima (Operasional Barang hiilhik MNegara imi.

Berita Acara Serah Terima Operasiomnal Barang hlilik Megara imi akan ditimjan kembali apabila
dikemudian har ternyata terdapat kekelomaam.

FPIHAK PERTAMLA FIHAK KEDTIA FIHAK KETIGEA
{ 3 C 3 C 3
NIP MNP
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BERITA ACARA SERAH TERIMA SEMENTARA HASIL PEKERJAAN
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL

Pada hari ini.............. Tanggal............. Bulan............ Tahun.............. (....-e.om....) kami yang
bertandatangan dibawabh ini:

.  KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) Satuan Kerja .........cccccvuvverivnieernsiiesiiesnanens
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : ........
Tahun........ tanggal................. , selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) berdasarkan .............. :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

Yang selanjutnya disebut ................ PARA PIHAK

Pasal 1
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Negara

Pasal 2
PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut selanjutnya berkewajiban menyediakan
biaya pengelolaan yang meliputi biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya pemeliharaan.

Pasal 3
PIHAK PERTAMA mencatat Barang Milik Negara tersebut ke dalam daftar inventarisasi
barang miliknya dan mengungkapkan Barang Milik Negara tersebut kedalam Catatan atas
Barang Milik Negara serta melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Up. Biro
Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, selanjutnya mengusulkan Berita Acara Serah
Terima Operasional paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 4
Lampiran Barang Milik Negara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan ini.

Berita Acara Serah Terima Operasional Barang Milik Negara ini akan ditinjau kembali apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA
( ) ( ) ( )
NIP NIP
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Alur Prozes Serah Terima Hasil Pekerjaan

No.

Kegiatan

Unit Kerja

Penyedia
Barang/Jasa

Pejabat
Pembuat
Komitmen

(PPK]

Kuasa

Pengguna
Angparan/

Barang
[KPA/KFE)

Pejabat/Panitia
Pemeriksa Hazil
Pekerjaan
Pi/pPHD

Pejabat
Pengelola
EMN

Setelsh  Pekerjsan  selesa
100% Penyedia Barang/Jaza
mengsjukan permintaan
tertulis kepada FPE untuk
penyerzhan pekerjaan

[

FFKE  memeriksa  hasil
pekerjaan  dan membuat
Berita Acara Pamarikzasn

FFK  memusun  dan
menandatanzani Berita Acara
Serah Terima Hasil Pekerjaan
dengan Penyedia
Earanz(Jasa

-
_

PPK  menyersnkan  hasl
pekerjasn kepads KPA/EFE
dizertal dengan kelenglapan
dalaumen

KPA meminta Fj/FPHP untuk
melakukan  pemeriksasn
Administrasi  afaz  hasil
pelerjaan yang dituanghan
dalam Bexita Apara
P ———

Fj/FFHP melaporkan hasil
pemeriksaan kepada
KFA/EFE

FPA/KFE  memerintshlan
Pejabat Pengelolaan Barang
Mtk  Negzra  unfuk
melakukan  Penatausshasn
EMIN/Pencatatan  SIMAK
EMN sesusi dengan aturan
pengelolaan BMN
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Alur Prozes Serah Terima Sementars

Unit Karja

Ne. Kegiatan Huaga Pengguna

Angparan /Barang
[KPA/KFE)

Diirelctorat Urnit Kerja Pihak yang akan
Tekniz terkait Ezelon | mengoperazionalkan

Dalam rangka pelayanan
k=pentingan umum
EPA/EFE mengajukan
permintaan tertuliz
kepada Pimpinam Unit
Kerja Ezelom [ untuk

terah terima zementara
untuk dioperacionallan

Dalam ranghka ¥
parzvaratan  kslavaloan
telmiz, Unit Karja Exelon
] memints perzetujuan
kelayalean telnic kepada
Dlralctoras Talonis teriais

=]

Direletorat Tekmiz terkait
melakulkan
penilaian | pemerikzaan
terhadap hagil pelarjaan
yang telah dizelecailcan
olsh  penyedia dan
memberikan
rekomendazi  kealmyalan
telmic untuk
dioperazionalkan

Bardazarlan lhagil
rekomendasi  kalavaloan
telmic  dari Dirsktorat ¥
Taknir terloait, Unit kerja
azslon [ membust Berita
Acara Seraly Terima
4 | Smmantara untuk
ditandatangi oleh EKuagza
Pengpuna

Anggaran fBarang
[KPAJEPE] dam pihak
yang alan
mengoperazionalloan

Penandacanganan Berita
S | Acara  Serah Terima
Cementara

F

L
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Alur Proses Serah Terima Cperasional untuk EMN vang sejak awal perencanaan diperunfukan
untuk diserahkan kepada FEMDA, BUMN dan Fihak Lain

Unit Kerja
_ Fejabat .
Ma. Kegiat K R r Unit
= cpeten Pembuat A.n::mt?ﬂgf.:;:q Tim H:r?n Fihak yang akan
Komitmen [I'.'.F.'l-':I{F‘E] Internal | g - | mengoperazionallan
PPK] '
PP menysrahlkan hagil
peicerjaan kepada
1 | EPA/EPE digertai
dengan kelenghapan
dokumen

[

Dalam rangka 3erah
Terima untulk
dioperazionalkan pihak
lain, EPA/KFB
mengajulan ugulan
zerah terima
operagional keepada
pimpinan unit kerja
Ezelon I terlait

-

Unit Kerja Egelon [
mambentuk tim
internal untuk

melakukan
inventarizas
adminiztraz dan fizik

Bardazarkarn Derita
Acars [nventarizagi
Fizilk dan Adminiztrazi,
tim intarnal
melaporkan kepada
Fimpinan Unit Ksrja
Ezelon | dan membuat
Barita Acars Serah
Terima Operazional
untuk ditandatangani

Penandatanganan
Berita Acara 3erah
Terima Jperagional
[BABTC)
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Alur Prozes Serah Terima Azet untuk dizerahterimakan kepada Unit Kerja lain

Unit Kerja
. Pajabat
HNa. tan K Pe K P I
¢ Hegia Pembuat ; AL FEAEETR Tim | Unit Kerja - E?EEUM
Komitmen aran/ Barang Intarnal | Exzelon ] Angaran/Barang
: |KPA/KPE| - - yang menerima
[PPE)
PPE menyarahlan hagi]
peiierjaan kepada
| | KPA/KPE digertai
dengan kelsngkapan
dokumen
Dalam ranglka J=rah
Tarima untuk
dioperazionallan pihak

k3

lain, KPA/KFB
mengajulkan uiulan {
gerah terima aget [BAST)

kepada pimpinan unit
kerja Ezelon [ terkait

Unit Kerja Egelon

mambantuk fim intarnal
3 | untuk malakukan ——
imveniarizas

adminiztraz dan fizik

Berdazarlan Berita
Acara Inventarizagi Fizil
dan Adminiztragi, tim
internal melaporkan

4 | kepada Pimpinan Unit
Kerja Evelon [ dan
membuat Berita Acara ]
Serah Terima Azet BAST)
untul ditandatangani

Penandatanganan Berita
Acara Zerah Terima
Cperagicnal (BA3T)

w

i
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Alur Prozes Serah Terima Aset yang akan dislihlkan status pengeunaanys kepads pengpuns barang

lain
Unit Kerja
o Legiatan Kuaaa Unit Kenteri g | Panm
. neEs Pengsuna o : 4 LEEUnA Pengelcla
Barang Tim Karis Salkretariz Earang Feran
[KPE) Internal Ezzlon 1 Jenderal lain E

Permohonan pengalihan
ftatus pengFunazn dar
Pengguna Barang lain
kepmda Menteri c.q Sazjen
zelakn Pengpuna Barang
dan menyampailcan Surat
kesediaan menerima
barang

Menteri cg Sekretaric ¥
Jenderal menugazkan |' |
KPA/HFPE mengajukan
2 | uzulan zerah  terima
operazicnal le=pada [ !
pimpinan unit  lerja
Eaelon [ terloait
Unit Kerja Ezelon I
membentuk tHm internal
3 | untuk melakukan
inventarizasi adminiztraszi
dan fizik
Berdazarlkan Berita Acara
Inventarizazi Fizik dan
Adminiztrazi, tim intarnal
melaporkan le=pada
Pimpinan  Unit Karja 1
* Ezelon 1 dan mengajukan
uzulan pangalihan statug
PEnEFUnAAn lo=pada
Menteri c.g Sekretaric
Jenderal
Mentari c.q Segjan
menaulkan ugulan
. | pengalinan gtatug
= PEREEFUnAAn le=pada .
Pengelola Barang resuai l'-.__
dengan batag kewsnangan
Berdazarkan perzetujuan
Pengelola Earang
dilakukan
& | Panandatanganan  Berita

Acara Serah Terima Azet
[BASTO) dengan Pengguna
Barang Lain
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. Format Berita Acara Serah Terima Aset (BAST)
(Format BAST Aset kepada Kantor TFT)

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET
UNTUE DIFERGUNARKAN DALAM TUGAS-TUGAS OFERASIONAL

I. Pads hari imi..._..._.. Tanggal ... Bulan ... Tehan o selakm
EUASA PENGGUNA BARANG (EPE) Satuan BATa wravmnrrrmmrammmrsssrrsas
vang diangkat berdasarkan Surat Fepumsan blsnteri Perhubnmezn Momor @ ... .
Tabun ... tangEal . zalanjumrya dizabut zebagal FIHAK FEETAMA

II. Eupaza Pengmma Baranz (EFE) Unit Eega Yang ghan mengoperasionalkan
................................................................ zalamjuinya dizebuot sebazai FIHAK KEDTUA.

Fazal 1
PIHAK PERTAMA memyarahlan kepadas PIHAK KEDTA hasil pelerjaan ..o
tzhan angzaram........... . sesuai dengam daftar terlampir wnnik dipergunsicen dalam mendulons
tmzas dan fimesi|

Fasal 2

PIHAK HKEDUA menerima hasil pekerjzan terseéfnat amiuk dipergunakien dalam togas-higas
operasziona]l, sslanjunrya berkewajiban menyvedizian bizva pemeliharaznpenzoperasian 22et hasl
pekearjasn sebagaimana tarlarnpir.

Fazal 3

PIHAK KEDUA mencatat hasil pekarjazn tersebut kedalarn dafiar imventarizasi barang milikreya
melzhi Aplikz=i Sistem Informasi Blamajemen dan Akuntansi Barang hhlik DNegara (SIMNAEK
ELD) dan melzporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Tp. Birp Layanan Penzadagn
dan Pengelolzanm BROY zerta menzusulkan Penstapan Stams Pangsunazn stz hasil pelerjaan
tersabut

Faszal 4

Diafiar Lampiran Hasil Pekerjaan lenskap ditandstsmzzni oleh FIHAK PERETAMA dan PIHAK
KEDTUA merupakan bagian vang tidak terpizabkan dalam Berita Acars Serab Terima S=ot jni
EBerita Acara Sersh Terima Aset mi skam ditinjan kernbali zpabila diktemodian hard temvpata
terdapat kebelimian,

Yang henyerahloan Yang Mienerirna
FIHAK FERTARMA FIHAK KEDUA
{ ) [ ]
HIP MIE
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(Format BAST Aset kepada Fengpuana Barang Llain)

KOP
KCRACMTERLARY

S8Ex

BaDaM

@

EERITA ACARA SERAH TERIMA

Al IH STATUS PENGGEUMNALAN BARAMNG MILIK MEGARS PADS ... .. BERLIFA
.................. denis BMMNIPADS . KEPADA .
Momaor
Momor
Pada har imi ........ tapagsl ... bulan ... tahwn ...l karni wang bertands
tsngan di bewakh imi:
1. Mema ...
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian'Badan ... ... ...
Alamat
dalamn  hal ind berindsk  wunfuk dan stas mama  Pengguna Bareng  pads
Fementenan/Badan......... ..ol selanjutnya disebut sebagsi PIHAK KESATU.
2 Hsma .o
Jabsatan © Sskretaris Jenderal Kementerian'Badan .............. .
Alamat .

dalam hal imi berdindak wntuk dan stas nama Pengguna Berang pada Kementerian/Badan
............ selanjutrya disebut sebagsl PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dam PIHAK KEDUA sscars bersams-sama selanjutnya disebut PARA
PIHAK.

Berdasarkan Burst 0 L. Momar tamggsl
............... tentang Persetyuan Alih Stafus Penggunssan Elsr-an-g Milik Megara pads
Kementeran ................ kzpada Kementerian ... .., PARA PIHAK dengsn ini
menystakan sepakat untulk melsksanaksan sersh terima Barang Milik Megara berups
................. yang teretak di ... __ ... gdepgsg rincian sebagaimana tercantumn dalam
lampiram yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini,
dengan ketentuan ssbagai berikut

Pasal 1
PIHAK BKESATU menysrahkan kepsda PIHAK KEDUA. dan PIHAK KEDUA mensnms
Barang Milik Megaras dan PIHAK KESATU berupa .............. vang teretak di L L

demngan dokumen-dokumen berupa:

a. fAsh Serdifikat ... ...
b. Surat Keputusan Menten Kewsngan Momor .. tentang Penetapan Status
Fenggunasn Barang WMilik Megara pada Kementerian ....... ... ;
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Pasal 2

Terhitung s=jak ditandatsnganinya Bernita Acars Serah Terimma ini:

2. Segsla kewapbanm dan tanggung jswab aftas Baramg Milik Megsra berups
................... s=rta dokumen-dokurnen tersebwut. beralih dan PIHAK KESATU kepads
FIHAK KEDUA:

b. Pengelclsan Barang Milik Megara sebagaimana dimaksud pads Passal 2 hwruf =
selanjutrva menjadi tanggung jEwab PIHAK KEDUA seswusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Pasal 3
Apabila di kemuodian han temyata ferdapat kekeliruan dalam Bernta Acars Serah ternma
ini, akan diadaskan perbaikan sehagaimana mestinya.

Cramikian Berita Acara S=rsh Ternmsa ini dibust dengan sebenar-benamya dalam rangkap
4 [emmpat). 2 (dua) disntsranya dibubuhi matersl secukupnya serta 2 (dua) diamtaramga
tanpa dibubuhi materai ditandatamngani cleh PARA PIHAK dengan kekustan hukbum yamng
s8ma untuk dipergunakan sebagaimana mestinya demngan penuh tamnggung jswab.

FPIHAK KESATU PIHAR HKEDLLA
Fementeran/Badan. .. ... .. Fementeran/Badan__. ... ..
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(Format BAST Aset kepada Pemerintal Daerakh)

KOp
ﬁ EFMENTERTAN PEEHUBUNGAN FERADA

w DAN
PEMERINTAN .oovvcvvinnnmnnana (PEMDA)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
S | (- 1) T 1 11 T= N |
HEFPADA FEMEFRINTAH ... . [FENIA)

Nomor - ..
Nomor - e

Pada Haxi i ...._.. Tanezal ... i bertemnpat i Jakaria, karmi vans
bertandataneas di hawah ing
1. HamaIP {marns Sekretaris Jenderal Fepala BiroLPPEMNDI Drirjen Flabadan y HIP
Jabatam 0 e
Alsmanr ]
Selanjubria dJsel:th FIHAK FPEETAMLA;
2. Mama™IP : (‘s hopaticesalicots kepals Pesmerittalan Desrah}
Jabatan D e meecaiiaan
AlSTET e e e -

Selanjutia dJsEbut PIHAK KEDTA;

dengan i menyatakan sshagal berilont:

1.

4.

FIHAK PERTAMA mermverahicen kepads PIHAK KEDTTA Barans MMilik Megara berupa
............................... di oieeeieecoooo.. zcbaEaimeans tercamium dal@m lamapiran

Eerita Acara ini.

Penyerahan ind dilakukean dalam rangks Hibab dari Eemenferian Perhuobnmezm BI kepada
Pemerintabh __.._..._... {Pemds) berdsssrkan Peramuran Pemerimtsh Nomor 27 Tabom 2014
tentangy Penpslolazn Barangz LIlik IMegaraThasrsh Perastoran Mlesmeri Eeuansan MNomor
111 'P]:n.:[l'?.'_l:ﬁ 2014 tentang Tata Cara Pelaksanasn Parnindshtanganan Barang Wilik Megara
dar Parzharan Menterd Feuangan Dompor 83/ PNELOGI01E temtans Tatz Cara Palakzamaan
Pemmuznahan dan Penghaposan Barang MMilik Megsra serta Persstojuan Menteri Esuansan
malalod Suras oL L. An hlenteri Flensngan Momar ... ... proia =it perikal Hikhak
Barang Milik Mezgzra (BRI Banapa ... .. {jewiz BB pads Kementerian Perbubansan
(terlamppiry dan Maskah Perjanjian Hibeh Eementerizn Perfbumezzn FI dengan Pemerintab
....... MMornor.... .. Tamggal . teatang Hikah Barsme BJLilik Megars (BIWC) Berupa

Jenwis, Tumlah dan Milai Parolshan Barsns Llik Megars yanzg akan dissrshierimpakan
sebazaimans Jdimsekoad peda buatir 1 ssbesar Fpo L.l R rupizh’,
zebasammana terlarmpir

Apabilas dilkenmidizm hard termyata terdapat kekelirpan dzlsm Berita Acsra Sersh Terimsa ini,
akan diadsksn perhaikan sebagsirmana mestinya.

Deemnikizn Barita Acara ind dibost unik dipsrsumakan sebagsimansa mestinys.

FIHAK KEDMA FIHAK FEETAMA

Salinam Berita Acara ind dizampaikan kepada:

1.
2

.

4.

Bolemtari Fleunanzan FI di JTakarta;

Bolemteri Perbwbansan BT 4 Talearta;

Sakretariz Tenderzl Fementerizan Parbubanzan BI di JTakarta;

Dhireldur Fenderal Fepala Badan, FKementerisn Perhalmmsan BT di Fakarts,
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{(Format BAST Axzef hasil tindal: lanjut pemanfaatan BRI

BEFITA AaCAR A SEFREAH TERIAMA OBJERK KERJTA SARA PEAMANFAATAN BARANCG
AMITIH NEGARABERUPA ... _FPAThA KANTOR

IT. Pmpinen Badsn [Tsshas RWElik MNegaraTiaersh (BLURDDTY Direkctar Tiarmnma Badan Tlzaha
............................................. , eelamjurmya disebur sebazzi PIHAK KEDTTA
Fasal 1

1. PIHAK FEERETAMNA memverahlen kepads FIHAK EKEDTTA Ohkbjsk KEI].E Zarma
Pemanfaaten Barang Riilik Megara bamapa .. ..o i e seanai dengan

daftar terlampir moiod dipersamatcen dalam tuzas- tuzes operasionsa]

2. Permyverahan inid dilzkmbkan dslam rengks Herja Sams Pernanfasten Barame Wlik HNegara
dari EEmRor ..o I o T S T e kep:ada Eadan Tlzzha

a. Peranman Pemerimtah MNomor 27 Tabun 2014 teatans Penselolaan Barang hlik
IMegaraTiaerah

. Peranman Dispteri FKepangan MNomor 78 PRI M T014 Tenmanez Tata Cara Pelakzamaan
Pemantastan Baranez hIilik Mezara.

. Perssmujuan  Dlenteri Eenamgam MNomwor .o...oL.oo tangzal L perihal
Persetujuan Kerja Zama Permanfastan (FSF) Baranz hilik Megara Berupa ... ... ..
pada Fernenvterian Perlnrbanszan.

d. Perjanjisn Eerjsssms amisra FEambor ... ... ... Dhitjen/Badar. . ... ... ...
denzan Badam Tleaha o ... ... Tlomnar ... dam ..o
tangeal ...

3. Jemis, Jwnleh deam Milai Perolehan Barangz Ailik IMegara wvang aksn disershierimakan
sebapaimans  dimmak=ed pada buatir 1 sebessr BFpo.o oL L e e e e
sebapaimans terlarupir.

FPaszal 2

FIHAK FEEDUA mensrims Oijek Ferja Sama Pememfastan Barang Whlik DNegsra bemupa
......................................... teraebut unmik diperpumaien dalam ugas-tugss uperaz:l.-:l.ua.'l dan
zelanjuimyya berkewajiban menyvediakan bigya pemelibaraan,

Fasal 3

Ohjelk Ferja Sama Pemanfastan Baramz= Wilik MNegara bemopa oo
dirmeakznd, tetap dicatat oleh PTHAK FPERETAMA dalam daftsr inventarisasi barang milikorea dan
direklazifka=i menjadi Aset Dialam Femitraan, melalod Aplikasi Sizstem Informasi hlzmajemen dan
Alopmtansi Barang hlilik IMegara (SIMAF. BRI pada Fambor ... oo

FPaszal 4
Larnpiran Oijek Ferja Sarma Pemaniastamn Baranz DoMakikc Iezara amuapa
...................................... yame ditamdstame=mi oleh PIHAK FERTALA dan FIHAFR

HKEDT A mampakan bagizn vang tidak terpisshian dalam Berita Acara Serah Terima Oinjek Kerja
Sarmia Perpanfastem Barang Miilik Negara i,

www.peraturan.go.id
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Eerita Acara Serah Terima ini aksn ditingjau kembali apabila dikemodian hard tenyyata terdapat
kekelirnan

Tang hlsmwyerahkan Yanz Wenerima

PIHAK PERTAMA FIHAK EEDTTA
P j R j]
I

Salinam Berita Acara ind dizzampaikan kepada:

1. Sakystariz Tendera]l Kameanhal;

2. Inspakinr Tenders] kemenbnb;

3. Dnyekdur Jenders] Perhbubungan Feapala Badan ... ... ;
4. Biro Layanan Pengadasn dan Penzslalazn BELH;

5. Sezditjen Perhubuanzan'Seshadan ...

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI
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